PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR SOP o/8 - oy |
TGL PEMBUATAN 2 Agustus 2018
TGL REVISI
TGL EFEKTIF 2 Agugtus 2018
DISAHKAN OLEH ota Banjarbaru
S.S0s8, MAP
Pembina Utama,/Muda (IV/c)
NIP.19650910 198602 1 008
NAMA SOP SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI

PELAPORAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NON REKENING KAS UMUM DAERAH
PADA FKTP-JKN

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah no 71 Tahun 2010 Tentang 1. Mengerti Konsep Pelaporan Keuangan
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 2. Mengerti Konsep Pengelolaan Kas
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 3. Mengerti mengenai klasifikasi belanja
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Dapat mengoperasikan Komputer
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 5. Dapat Mengoperasikan software
Tentang Penerapan Standar AKuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah
Daerah
4 Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 20 16 Tentang
Kebijakan Akuntansi Kota Banjarbaru
5 Peraturan Walikota Banjarbaru No 82 Tahun 2017
tentang Sistem Dan Prosedur Pelaporan Pendapatan
Dan Belanja Selain Kas Daerah
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Data 8PJ
2. Komputer/Printer
3. Jaringan Internet
4. Rekening Koran
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Berupa Dokumen Fisik
2. Data Elektronik pada Aplikasi Keuangan
Pelaksana Muta Baka "“;“*
No Uraian Prosed
Bendahara Kepala PPK- KEPALA | AKUNTANSI Kelengitap
FKTP-JKN FKTP SKPD SKPD SKFKD an Walkta Cutput
1 Bendahara FRTP-JKN SPJ,STS, 1Bulan | Buku Kas Transaksi
Mencatat Pendapatan dan <l Rekening Umum pendapsta
Belanja Bulan Berjalan _/‘ Koran (BEL) n selama
1 Bulan
2 Kepala FKTP mengotorisasi SPJ,STS, 1 Hari BKLU Yang
BEU yang disusun olch dak Rekening sudah
Bendahara FKTP-JKN » l ti Koran, Diotorisasi
Ya ey ) BKU N ]
E! PPK-SKPD meneliti BKU SP.J,STS, 4 Har
yang diajukan oleh FKTP- e Rekening
JKN Koran,
BEU
4 PPK-SKPD Menyusun SPJ,STS, 2 Hari SF3B
Surat Permintaan Rekening
Pengesahan Dan Belanjs . Koran,
(SP3B) ti BKU i
5 SPAB diotorisasi oleh SPJ,STS, 1 Hari SF3B
Kepala SKPD, dan Ya > Rekening Diotorisasi
disampaikan ke Fungsi <7 Koran,
Akuntansi SKPKD BKU, SP3B
6 Fungsi Alkuntansi SKPKD Rekening 1 Hari
meneliti kesesuaian data ._..<> Koran,
SF3B BKU, SP3B
Diotorisasi
7 Fungsi Akuntansj Rekening 1 Hari Jumnal
Mencatat data Pendapatan Horan, Pendapatan
Dan Belanja pada SP3B ke BKU, SPz2B dan Belanja
Sistem Keuangan Daerah Diotorisasi
8 Fungsi Akuntansi Rekening 1 Harj SP2B
menyusun SP2R Korun,
Berdasarkan data yang BKU,
telah dicatatkan 1 SP3R,
Jurnal
Akuntansi
) PPKD Mengotorisasi SP2B SP2B 1 Hari SP2B
Yang disusun oleh Fungsi diotorisasi
Akuntansi SKPKD |
10 | SP3B Disampaikan ke Unit é SP2B yang 1 Hari
FKTP-JKN telah
Diotorisasi




NOMOR SOP OYO /016 -Sop/ 3015
TGL 2 Agustus 2018
PEMBUATAN =
TGL REVISI /]
TGL EFEKTIF 2 Agusfug 2018
DISAHKAN OLEH j
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NAMA SOP SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI
PELAPORAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NON REKENING KAS UMUM DAERAH
PADA BLUD
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah no 71 Tahun 2010 Tentang 1. Mengerti Konsep Pelaporan Keuangan
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 2. Mengerti Konsep Pengelolaan Kas
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 3. Mengerti mengenai klasifikasi belanja
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Dapat mengoperasikan Komputer
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 | 5. Dapat Mengoperasikan software
Tentang Penerapan Standar AKuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerah
4 Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
Kebijakan Akuntansi Kota Banjarbaru
5 Peraturan Walikota Banjarbaru No 82 Tahun 2017
tentang Sistem Dan Prosedur Pelaporan Pendapatan
Dan Belanja Selain Kas Daerah
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Data SPJ
2. Komputer/Printer
3. Jaringan Internet
4. Rekening Koran
| PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Berupa Dokumen Fisik
2. Data Elektronik pada Aplikasi Keuangan
Pelaksana Mutn Balm | Keterangan
No Uraian Pr i Bendak PPK- KEPAL AHUNTANE
aBLUD | BLUD | ABLUD | 1sKPKp | 'PED | Kelengkapan | Waktn e s
1 Bendahara BLUD Mencatat SPJ,8TS, 1 Bulan Buku Kas
Peadsapatan dan Belanja Rekening Umum
Bulan Berjalan Tidak Koran (BKU)
3 PPE-BLUD meneliti BKU SPJ,8TS, 3 Hari BEU
vang disjukan olch _ ~N Rekening Diotorisasi
Bendaharawan 1 Koran, BKU
4 FPE-BLUD Menyusun Surat Yz SPJ,STS, 2 Hari SPaB
Permintaan Pengesahan Dan Tidak Rekening
Belanja (SP3B) Koran, BKU
3 SP3B diotorisasi oleh Kepala SPJ,S8TS, 1 Hari 8PaB
BLUD, dan disampaikan ke Rekening Diotorisasi
Fungsi Akuntansi SKPKD E Korman,
BKU,SPaB
6 Fungsi Akuntansi SKPKD SPJ,STS, 1 Hari
meneliti kesesuaian data - / Rekening
SP3B Horasn,
" BKU,SP3B
7 Fungsi Akuntansi Mencatat - Rekening 1 Hari Memo
data Pendapatan Dan Koran, Pembukua
Belanja pada SP3B ke BKU,SP3B n
Sistem Kenangan Dacrah Akuntansj
8 Fungsi Akuntansi menyusun Rekening 1 Hari SP2B
SP2B Koran,
IjL| BKU,SP3B,
Memo
Pembukuan
Akuntansi
S5P2B Diotorisasi oleh PPKD Rekening 1 Hari SP28
9 L | Koran, Diotorisasi
] BKU,SP2B,
10 SPAB Disampaikan ke Unit SP2B 1 Hari
BLUD J




PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR SOP oYo/0/3F-Scp] 3ard
TGL 2 Agustus 2018 '
PEMBUATAN

TGL REVISI Y ol

TGL EFEKTIF 2 Agugius 2018

DISAHKAN OLEH Kepala BPK, ta Banjarbaru

S.Sos, MAP
Muda (IV/c)

NIP.18650910 8602 1 008
NAMA SOP ~ SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI
PELAPORAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NON REKENING KAS UMUM DAERAH
PADA BLUD
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah no 71 Tahun 2010 Tentang 1. Mengerti Konsep Pelaporan Keuangan
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 2. Mengerti Konsep Pengelolazn Kas
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 3. Mengerti mengenai klasifikasi belanja
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Dapat mengoperasikan Komputer
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 5. Dapat Mengoperasikan software
Tentang Penerapan Standar AKuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerah
4 Peraturan Walikota Nomeor 6 Tahun 2016 Tentang
Eebijakan Akuntansi Kota Banjarbaru
5 Peraturan Walikota Banjarbaru No 82 Tahun 2017
tentang Sistem Dan Prosedur Pelaporan Pendapatan
Dan Belanja Selain Kas Daerah
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Data SPJ
2. Komputer/Printer
3. Jaringan Internet
4. Rekening Koran
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Berupa Dokumen Fistk
2. Data Elektronik pada Aplikasi Keuangan
Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Ho Uraian Prosed Bendat PPH- | KEPAL | AKUNTANS
aBLUD | BLUD | ABLUD | 1skpkp | PPKD | Kelengkapan | Walkin Output
1 Bendahara BLUD Mencatat SP.J,S5TS, 1 Bulan Buku Kas
Pendapatan dan Belanja Rekening Ummnam
Bulan Berjalan oy sk Koran (BKU)
3 PPK-BLUD mencliti BRU SPJ,STS, 3 Hari BKU
yang diajukan olch _ > < ~ Rekening Diotorisasi
Bendsharawan 7 Horan, BKU
4 PPH-BLUD Menyusun Surat Ya SPJ,STS, 2 Hari SP3B
Permintaan Pengesahan Dan Tidak Rekeaning
Belanja (SP3B) Karan, BKU
5 SP3B diotorisasi oleh Kepala SPJ,STS, 1 Han SP3B
BLUD, dan disampaikan ke 4 | ] Rekening Diotorisasi
Fungsi Akuniansi SKPKD g Koran,
BKU,SP28
[ Fungsi Akuntansi SKFKD SPJ,STS, 1 Hazi
meneliti kesesuaian data _\|> Rekening
SP3B > Koran,
i BKU,SP3B
7 Fungsi Akuntansi Mencatat = Rekening 1 Hari Memo
data Pendapatan Dan Koran, Pembukua
Belanja pada SP3E ke BKU,SP38 n
Sistem Kenangan Daerah Akuntansi
8 Fungsi Akuntansi menyusun Rekening 1 Hari SP28
SP2B y Koran,
E_] BKU,8PaB,
Memo
Pembuknan
Akuntansi
SPP2B Diotorisasi oleh PPKD Rekening 1 Har SP2B
9 Y | Koran, Diotorisasi
l BKU,SP2B,
10 | SP3B Disampaiken ke Unit Cj SF2B 1 Hari
g SHIII] £ Lim




